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WALIKOTA LUBUKLINGGAU 

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 9 TAHUN 2005 

TENTANG 

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 

WALIKOTÀ LUBUKLINGGAU, 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 1 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau 
Nomor 20 Tahun 2004, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang 
Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004; 

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang - Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ); 

2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang 
Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048): 

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 ): 

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneşia Nomor 3851) 

5 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 

6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubukinggau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republk Indonesia Nomor 4114 ): 
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WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 4286): 

8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355): 

9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan 
Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389); 

10. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4437); 

12. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

393 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 104 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lemtbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022): 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4024 ): 
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WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
17. Peraturan Pemeintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027 ); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ): 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416): 

22. Peraturan Daeran Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah,; 

23. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 50 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 

:PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004. 

1. Pendapatan 

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 terdiri atas 

a. Setelah Perubahan 

MEMUTUSKAN : 

b. Bertambah / Berkurang 
Jumlah Realisasi Pendapatan 

2. Belanja 
a. Setelah Perubahan 
b. Bertambah / Berkurang 

Jumlah Realisasi Belanja 
Surplus 

Pasal 1 

3 

Rp 176.227.787.783,00 
Rp 

Rp 164.303.098.136,00 
Rp 

Rp 176.227.787.783,00 

Rp 164.303.098.136.00 
Rp 11.924.689.647,00 
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1. Setelah Perubahan 
2. Bertambah / Berkurang 

Jumlah Realisasl Penerimaan 

b. Pengeluaran 

H. UBAIDILLAH IDRUS 

1. Setelah Perubahan 
2. Bertambah /Berkurang 

Jumlah Realisasi Penerimaan 
Defisit 

Diundangkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 25 AGUSTUS 2005 

Rp 34.151.134.048,00 

SEKRETARIS KOTA LUBUKLINGGAU, 

Rp 

Rp 46.075.823.695,00 
Rp 

Pasal 2 

4 

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud 
pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Keputusan ini. 

Pasal 3 

Rp 

Lampiran lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

Pasal 4 

Rp 

coTA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2005 NOMOR 02. 

34.151.134.048,00 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya lakU Surut sejak 

tanggal 1 januari 2004. 

46.075.823.695,00 
Rp (11.924.689.647,00) 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 24 A6US TUS 2005 

WALIKOTĄ LUBUKLNGGAU 

H. RIDUAN EFFENDI 
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